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DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERZH TINGKAT II SEMARING
NOMOR 2 TAHUN 1993 SERI D Noe 2

PERATURLY DiERAH KABUPLTEN DiER.E TINGKLT IT SBLLRIFG
NOMOR 10 TLHUY 1992
. TENTAN G
SUSTLY ORGANISAST DAN TLIL KERSL SEIKREW.RIAT WILLYAT
D.ERLE DT SEXRETLRILT DERLT PERAKILLY R/XYAT DLERLH
/. BUPLTEN D.FRLH TINGK.T IT SIMIRLNG
DIGAN RLEMLT TUELN YING MJEA B3L

BUPLTT KEPLLA DLERLE TRIGKLT IT SEMLRING

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka upays meningkatkan Kelancaran pe

nyelenggaraan Pemerintchan dan Pembangunan secara
berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu un
tuk menyesuaikan susunan organizasi dan tata kerja
sesuai dengan perkembangan yang ada j

Pe bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 28 Talum 1992 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Dae
rah Kabupaten/Kotamadye Daerah Tingkat II, dan Se~
kreatariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Tingkat
II, dan memperhatikan pula Surat Gubemur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Mei 1992 No
mor 061e1/12383 perihal Pelaksanaan Keputusan Mente
ri Dalam Negeri Nomor 28 Tahum 1992 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah
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Kabupaten/kotamadya Dasrah Tingkat II, dan Se
kretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ting
kat II, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dge=
rah Tingkat IT Semarang Nomor 4 Tahun 1980 -
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Se
} rotariat Wilayah/Daerah Tingkat IL dan Salorg
-ariat Dewan Perwakilan Ralgat Daerah Kabupa
“an Daerah Tingkut II Semarang yang telah be-
srepe kali diubel; terakiyir dengan Peraturan
. erah Xabupzten Daerzh Tingkat IT Ser arang
¥omor 8 Tahun 1989 tentang Susman Organisasi
i v Tata Xerja Sak rotariat H‘:’layah/jDaerah Ting
vt IT dan Scfc nota .riat Dewan ."srirakilan Rak—
ot Dacral Zabupaten Dasrah Tngkat II  Sema—
.mg £ . sudah tidak sesuai lagl dan perliu
& zanti ; /= dipandang

t-awa berdasarkan pertimbangan scbagaimena —--
-crsebut diatas dipandang perlu meonetapkan -
Toraturan Dacrah Kabupatcr Dacrah Tingkat II
Lcmarang tontang Susunan 0.z anisesd dan Tata
Yorja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekrota
r’at Dowan Pcrwakilan Rakyat Daerah ATlngkat

I’ Scmarang e /Kabtupaten Daerah

Ur lang-Uhdang Nomor 5 Tahum 1974 tontang Po-
kclz—pokok Pomerintahan di Daerah ;

Undang-tUhdang Nomor 13 Tahwn 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tongah Jis, Undang-
Undang Nomor 67 Tamm 1958 tantang Perubahan
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan
Daerah Swatantra Tingkat II Scmarang dan Pe
raturan Pomerintab Nomor 16 Tahun 1976 ten-—
tang Perluasan Kotamdya Daerah Tingkat II -
Scmarang 3

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Ta-
hm 4992 seescesces
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hun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Wilayah/Daorah Kabupaton/Ko
tamadya Daerah Tingkat II, dan Sekrotariat Do
wan Perwskilan Rakyat Dacrah Tingkat II ;

4. Keputusan Gubernur Kcpala Dacrah Tingkat I Ja
wa Tongah tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0611
/95/1982 tentang Pola Organisasi Pomerintah -
Dacrah dan Wilayah Tingkat IT so-Jawa Tan."ghe

Dengan persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Dacrah Tingkat II Semarang

MEMUTUSKLYN :

Morotapkan: PIR.TURLN D.ZR.H KiBUPLTR DATR.E TINGKAT IT SBe
MRING TONTANG SUSUNLY ORMNTS ST D&N TAT. KIRJITL
KRB TARLT WILLYAH/D.TRAH DAN SXKRE TARLAT DEWLY
PORI/KILAN R.KYAT D.IR.H K.BUP,TEN D.ERAH TING =
XKAT II SEM.R!NG.

BW B ®
KETENTULN UMOM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud de
ngan

ae Dacrah adalah Kabupaten Dacrah Tingkat IT Sc-
marang

be Peomerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Semarang ;

ce Bupati Kepala Dacrah adalah Bupati Kepala Dag
rah Tingkat II Scnarang ;

de Dowan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan =
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Dacrah Ting
kat II Semarang ;

ee Sckrotariat Wilayah/Daerah adalah Sekretariat

Wilayah/Daerah Kabupaton Dacrah Tingkat . II
Senarang eee
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Semarang yang selanjutnya disingkat SETWILDL
Sekretaris Wilayah/Dacrah adalah Sckretaris Wilayah/
Dacrah Kalupaten Dacrah Tingkat IT Somarang yang so-
lanjutnya disingkat SEKWILDA ;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah So
kretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten -
Daecrah Tingkat II Scmarang §

Sekrctaris Dowan Perwakilan Rakyat Daerah adalah So-
krotaris Dewan Perivakilan Rakyat Dacrah Kabupaten -

Dacrah Tingkat II Scoarang e

BLAB II
SEKROTARIAT WILAYAH/D.TRLH
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 2

(1) SETWILD, adalah wnsur staf yang berada dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kopala —
Dacrah 3

(2) S5 TWILDL dipimpin oleh scorang SEXWILDL e

Pasgl 3

SETWILDLA ceopunyai tugas mombantu Bupati Kepala
Daerah dalam meiasksanakan tugas pokok ponyclenggaraan
Pomerintahany pclaksanaan pembangunan, dan pembinaan
nagyarakat serta pembinaan administrasi, organisasi -
dan tatalaksana serta momberikan peclayanan teknis ade
ministresip kepada seluruh Porangkat Dacrah dan Ins =
tansi Vertikal .

Pasal 4
Wntuk penyelenggarakan tugas tersobut pada Pasal
3 m .‘.....OQOOOO,.
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3Su™TWILDA mempunyai fimgsi 3

e

be

de

Ce

f.

2

koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang
dilakukan oleh perangkat Wilayah/Daerah dalam
rangka penyelenggaraan administrasi pemerinta
han ; .
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dalan
arti mengumpulkan dan nenganalisa data, meru—
muskanprogram dan petunjuk teknis serta meman
tau perkembangan penyelenggaraan pemer:.ntahan,
pembinaan pelaksanaan pembangunan dalam arti
mengumpulikan dan menganalisa datay merusmis -
kan programdan petunjuk teknis serta memantau
perkembangan penyelenggaraan pembangunan dan
perekonomian 3

penbinaan kemasyarakatan dalam arti mp%
kan dan menganalisa data,; merumuskan

dan petunjuk teknis serta memantau perkemidg
ngan penyelenggaraan penbinaan kemasyarakatang
penbinaan administrasi; organisasi dan tata =
laksana serta memberikan pelayanan teknis ad.
ministrasi kepada seluruh perangkat Dacrab.
perangkat Wilayah Administratip dan Instansi
Vertikal ;

koordinasi perumusan peraturan perundang-imda
ngan dan pembinaan hukum yang menyangkut tu-—
gas pokok pemerintahan di Daerah dan panyusu=
nan anggaran }

melaksanakan hubungan nasyarakat dan hubingan
antar lembaga

Bagian Kedua

Organisasi
Pasal 5

(1) Susunan organisasi SETWILDA terdiri dari 3 -

(tiga) Asiston dan 14 (empat belas) Bagian

80Tta ceccccscsscssoe
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serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional, yai
tu s -

as Asisten @

1e Asiston Tata Praja ( Asisten I ) 3

2s Lhsisten Administrasi Pembangunan ( Asis—
ten II ) ;

3e Asiston Ldministrasi ( Asisten III ) ;

be Bagian

{e Bagian Tata Pemerintahan
2e Baglan Pemerintahan Dosa
3e Baglan Ketertiban ;

4« Bagian Hukum j

5¢ Bagian Hubungan Masyarakat 3
6e Bgian Porekonomian j

Te Bagian Penyusunan Pro sracg
8e Bagian Sosial ;

9. Bagian Lingkungan Hidup ;
10, Bagian Kepegawaian

11 Bagian Kecuangan 3

12+ Bagian Organisasi ;

13, Bagian Perlongkapan ;

14+ Bagian wmm 3

Ce ! 0lompok Jabatan Fungsional e

“we o

(2) 4sii ten sebzzainmana tersobut pada ayat (1)sud
a Pasal ini, borada di bawah dan bertangasung
jawab langsung kepada SEXKWILD.. .

Bagian Ketiga
Asisten Tata Praja ( Asiston I )
Pasal 6
hAsisten Tata Praja SETWILD. merpunyai tuges
melakukan pembinaan penyoclenggaraan pemerintahan

dan seseccccvses
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dan mengkoordinasikan perummisan : peraturan
perundang-undangan serta hubungan nasyarakat .

Pasal 7

Untuk menyclenggarakan tugas tersebut pada Pa~
sal 6, Lsisten Tata Praja mempunyai fimooi s

ae mcrusmuskan baban kchijs kenpenyuswmanprorz: Gan
petunjuk teknis serta ncmantau penycleonggs raan -
penerintahan

b, nclaksanakan koordinasi kecgiatan penyelonggaraan
penerintahan

Ce Nonyusun bahan kcbijakan dan koordinesi perumi -
san peraturan perundang -undangan 3

d, mclaksamkan hubungan nasyarakat dan hubungan an
tar lembaga .

Pasal 8
Lsistcn Tata Praja SDTWILDA terdiri dari

as Bagian Tata Pcoorintshan

be Bagian Pemerintahan Dosa j
¢« Bagian Ketertiban ;

de Bagydan Hukun ;

ce Bagian Hubungan Masyarakat .

Bagian Kecempat
Bagian Tata Pemerintahan
Pasal 9

Bagian Tata Pemerintahan nmompunyai tug= nclak
sanalan penyusunan progan dan potunjuk telknis pcn=
binaan penyelenggaraan ponorintahan umun, penbinaan
perangkat Wilayah/Daerah, administrasi kependudulkan
serta perkotaan

Pagsgal 10 cesesccecece
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Pasal 10

Uhtuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Fa
sal 9, Bagianr Tata Pomerintahan nmompunyai fungsis

ae mengumpulkan bahan poenbinaan koordinasi instan-
si vortikal oloh Kepala Wilayah dalan menyelang
garakan penerintahan dan penyusunan rencana pro
gran dan potunjuk teiknis pembinaan prasarana fi
sik pencrintahan j

be monguripulkan bahan dan nmenganalisa data serta -~
memberikan pertinbangan dalam rangka ponbinasn
perangkat Wilayah/Daerah 3

ce mengumpulkan bzhan penyusunay/ dan potunjuk tek
nis ponbinaan adninistrasi kopendudikan dan oa-
tatan sipil ; /_ pedoman

de mengumpulkan baldhl penyusunan pedoman dan petun
Juk toknis pcnbinaan perkotaan e

Pasal 11

Bagain Tata Pomcrintahan tordiri dari 3

ae Sub Bagian Tata Ponorintahan Ummn 3
be Sub Bagian Pcrangkat Wilayah /Daersh
Ce Sub Bagian idninistrasi Kependudukan
de Sub Bagian Pcrkotlaan

o o

Pasal 12

(1) Sub Bagian Tata Pemerintaban Unun ncmpunyai tu
gas nongunpulkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk tcknis pembinaan ponyclenggaraan pmo
rintahan, pcnataan dan pengembangan wilayah -

~ serta paningkatan sumber pondapatan Daerah j

(2) Sub Bagian Porangkat Wilayah/Dacrah mempunyai
tugas nongumpulkan dan mengelola bahan pembina

an, pencalonan, pong~usulany pengangkatan dan
pomborhentian perangkat Wilayah/Dacrah .

(3) Sub Bagian soocoesos
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(3) Sub Bagian Administrasi Kependudukan mermpunyai tures me
ngumpulkan bahan penyuswnan pedoman dan petunjuk telmis
peirbinaan adninistrasi kependudukan .

{4) Sub Bagian Perkotaan merpunyai tugas mengumpulkan bahan
Penyusunan pedoman dan potunjuic teknis pembinaan perko-
taan yang meliputi pembinaan prasarana fisik pemerinta—
han kota, kerja sama antar kota dan penbinaan batas wi
layah kota « . -

Bagian FKeliraa
Bagian Penerintaian Dess
Pasal 13
Beian Pemerintahan Desa meonpunyal tiagas mcelakisanakzan -
penyusunan Pedoman dan Petunjils tcknis pembinaan penyeleng-
garaan Tata Pemerintahan Dess/ieluraharn, pengembanan Deea
Kelurahan dan Lenbaga Desa/l-’;eltu‘ahan .
Pasal 14
Uhtuk menyelenggarakan tuga tersebut pada Pasal 13, Ba
gian Pencrintahan Desa mempunyai fimgsi

a. menguwapulkan balan penyusunan pedonan dan petwmmjuk tek -
nis penbinaan tata penyelons~araan Pemerintahan Desa/Ke-

lurahan
be mengurmpulkan bahan penyusunan pedoman dan petwnjuls  tek—
nis pembinaan - .. pendapatan dan kekayaan Desa/Kelura.han;

Ce Den.cumpulkan bshan penyusunan pedoman dan petimjik tek -
nis pembinaan perangkat dan administrasi Pemerintahan De
sa/i{elurahan }

d. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjik teknis
penbinaan pengembangan Desa/Keluraban dan pembinzan Lemba
ga Desa/Kelurahan .

Pasal 15
- Bagian Pemerintahan Desa terdiri dari

ae Sub Bagian eos
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(1)

(2)

(3)

(4)
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Sub Bagian Tata Pemerintshan Desa 3
Sub Bagian Perangkat dan Administrasi Desa s
Sub Bag’an Pengembangan dan Lembaga Desa 3
Sub Bag.an Pendapatan dan Kekayesan Desa s

3

$
Pasal 16

Sub Bagi.an Tata Pemerintahan Desa mempinyai tugas mee-
ngumpr.kan bahan penyusunan pedoman dan petun] uk telk-
nis penbinaan penyelenggaraan Pemerintahaon Desa/Kelu-—
rahan e

Su) Baglan Peranglcat dan Administrasi Desa mempunyai
tgas mengunpulkan bahan penyuswan pedoman dan petun
Juk teknis pcnb:maan perangkat dan adninistrasi peme-
1intahan Dcsa/ Kelurahen .

tub Bagian Pengerlmngan dan Lenbaya Desa mempunyai tu
¢38 mengunpullian behan penyusunan pedoman dan petun -
cuk teknis penmbinsan pom erbangan Docaﬁiélmahan_ ‘tor—
risuk pombentiikan, penecahan, ponyatuan dan penghapus
an Desa/i{clurghan serta pembinaan dan pengenbangan -
Lembaga Desa

Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa nempunyai tue
gas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
tcknis pembinaan keuangan, kekayaan dan pendapatan De
88
Bagian Keenan
Bagian Ketertiban

Pasal 17

Bagian Koetertiban mempunyai tugas melaksanakan penyu~

sunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban =~
umn dalam penyelangs araan pemerintahan dan pembinaan kea
grariaan

Pasal 18 ees



Pasal’ 18
Untuk nonyelengg arakan tugas torsebut pada Pasal

17, Bagian Ketertiban nompunyai fungsi

3e
be

Ce

mengurpulkan bahan penyusunan pedoman dan potinjuk
tcknis pembinaan Polisi Pamong Praja H
nengwpuikan bahan pendataan danpregren di  bidang
ketertiban ;

nongumpulkan bahan penyusunan podonan dan potunjuk

[ ponyclonggaraan kotertiban di Wilayah j tolnis

de

Ce

Be

Ce

(1)

(2)

(3)

ncngumpulkan bahan panyusunan pedoman dan petunjuk
toknis pembinaan pcrijinan ;

oeng~umpulkan bahan penyusunan podoman dan petimjuk
tcknis pembinaan kcagrariaan scpanjang monjadi woe-
venang Kepala Wilayah o

Pasal 19
Bagian Kotortiban tordiri dari

Sub Bagiay Bina Kotortiban ;
Sub Bagian Perijinan ;
Sub Bagian Kcagrariaan 3

Pasal 20

Sub Bagian Bina Ketertiban Mempunyai tug=® nmaun
pulkan bahan penyusunan pedoman dan petwnjuk tolo-
nis pembinaan keotertiban penyecleng.~araan pemerin-
tahan dan Polisi Pamong Praja .

Sub Bagian Perijinan mepunyai tugas maq;’umpulkan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk fcknis pem
binaan ketertiban dan legalitas perijinan »

Sub Bagian Keagrariaan mempunyal tugs nenjunpul-
kan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk toknis
penrbinaan ke agrariaan yang menjadi wewenang Kepa

Bagian Ketujuh seee



Bagian Ketujuh
Bagian Hukum
Pasal 21
Bagian Hukun nompunyai tugas nolaksankan dan

nongkoordinasikan perurmsan peraturan perundang -
undan-an, tclaahan hukuny, memberikan bantusn hu e
kun,y nmempublikasikan dan mendokumentasikan produk
hukun

Pasal 22
Untuk nonycloenggarakan tugss torseh:t[l’asal—

21y Bagian Hukun neopunyai funpysi Z pada

e

De

de

§Fe

nongkoordinasiltan perurmsan Poraturan Dacragh
dan Xoputusan Bupati Kepala Daerah ;

nenclaah den nongovaluasi polaksanaan peratu -
ran perundang = undangan dan nenyiapkan ranca—
ngan Peraturan Daexrah

nenyiapkan bahan pertinbangan dan bantuan hu=
kun kepada serma wnsur Pemerintsh Dacrah atas
nasalah hukun yang timbul dalanm pelaksanaan tu
g 3

menghimpun poeraturan porundang~undang any ncla~
kukan publikasi produk hukum dan melakukan do-
kumentasi hukun

Pasal 23
Bagian Hukum tordiri dari

Sub Bagian Pcraturan Perundang-mdanzan ;
Sub Bagian Bantuan Hukum ;
Sub Bagian Dokuncntasi Hukum

Pasal 24

(1) Sub ’bagian eesecevoe
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(1) Sub Bazian Pcraturan Pecrundang~undansan nocpunyai tue
S8 neongkoordinasikan perwmsan rancangan poeraturan -
perundang-undangzan, nonclaah dan mengevaluasi pelak-
sanaanya

(2) Sub Baian Bantuan Hukum nompunyai tug e nonwipulkan
bahan dalan penyolesaian masalah hukum dan pcenyclesai
an bantuan hukun .

(3) Sub Bacian Dokumentasi Hulum mempunyai tugas nﬂla.’u -
kan dokumentasi dan publikasi produk-produk Luinm, me
nerbititan Lembaran Daerah, scrita mengatur p\,n;ycbaran
dolkumen hukun »

Bagian Kedelapan
Bagian Hubunian llasyarakat
Pasal 25

Ba.fden Hubunsan Masyarakat mempunyal tugas nelaltsana=
kan ponbinaan hubungan kenasyarakatan guna memperjclas ke
bijak an Pimpinan Pemerintalh Dacrah .

Pasal 26
Untuc penyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 25 ,
Bagian Bubungan Masyarakat mempunyai fungsi @

ae mon:jurmpulkan bahan penyusunan pedoman dan petwjuk tok
nis penbinaan dan pelaksanaan hubungan nasyaralat

be nclaksanakan hubungan antar Pencerintah Daerah dongan -~
nasyarasrcat umum dan organisasi kenasyarakatan —wntuk
nerperjelas kebijakan dan kegiatan Pemerintah Dacrah 3

Ce nclaksanakan inventarisasi dan dokumentasi scrta dis-
tribusi bahan-bahan penerbitan .

Pasal 27
Bagian Bubungsan Masyarakat terdiri dari s
ae Sub Bagian Pengumpulan Infornasi ;

‘b‘ S'le I’a_,“‘ian P



be Sub Bazian Ponberitaan e

Pasal 28

(1) Sub Dagian Pensurpulan Infor masi mormpunyai Hu-~
gas mengumpiilkan dan nmenganalisa informasi wn-
tuk bahan kebijakan Pimpinan Porerintah Daerah,
dan nelak ukan porckanany ponyajian data dan pa
neran e«

(2) Sub Bagidan Poniberitaan mempunyai tugas molaku-
kan pemberitaan baik melalui nedia cetak nmau -
pun nodia olecktronik guna merperjelas kebijak—
an Fimpinan Penorintah Dacrah ncondistribusikan
bahan~bahan ponerbitan serta penbinaan Radio -
Siaran Pcncrintal Dacrah ( RSTD ) .

Bagian K osembilan

Lsiston Administrasi Penbangman (Asisten II)
Pasal 29

Asiston Administrasi Pemban;sunan SETWILDA nom=
punyai tuges melaksanakan penyusuman pcdoman dan
potunjuk tcknis pembinaan pelaksanaan pembansunan,
perckononian Dacrah dan kescjahteraan rakyat scrta
Linzkungzan hidup

Pasal 30

Untuk menyclonggarakan tuges terscbut pada Pa-
sal 29, isiston Adninistrasi Pembanguman nempunyai
fungsi ¢
ae Iongkoordinasikan ponyusunan progran dan petun-—

juk toknis pembinaan pembangunan Dacrah, pemba-

nsunan antar Dacrah danan®ar sektor, pomberian

bantuan secsnee
Y »
i
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bantuan dan pelayanan sosial ;
mengltoordinasikan penyusunan prosTan dan petim jiak tokn is
pembinaan dibidang peningkatan produksi pertan an, indus
tri, portambangan dan onorgiy pariwisata, koperesi, nor—
:,}sal:aan dan porbarizan Dacrah dan transportasi

fenfeoordinasikan ponyusunan prosran dan potwjulz tolnis
ponbinaan penberian bantuan dan polayanan dibiclan:y i oso-
bhatan pasyarakat; ketcnage korjaan dan transoicz asi g
1engkoordinasikan penyusunan pro.wan dan petunjidke tde iis

ponbinaan dibidang agang pendidikan dan kcobudayaan
nengkoordinasikan ponyusunan progran daa petunjiids toknis
penbinaan ling'aunzan hidup e«

Pasal 31

Lsiston Administrasi Peoban.man terdiri dari
Bajian Torckonormian

ST 12 & -
Badl_a“ Fonyusunan irogran j
Bg dian Sosial j
Bagian lLingkungzan Hidup .

Bgian Koscpuluh
Bagdan Perckononian
Pasal 32

Bajian rorckononian nenpunyal tuza nclaksanaizan dan nong

kocrdinasikan ponyusunan pcdonan dan petunjuk toknis ponbina-
an scria nononitor vorkombangan dibidang sarana porciononian

dan poningkatan produksi
Pasal 33
Untuk nonyo lengarakan tugas terscbut pada Pasal 32, Ba -
glan Porckonomian mempunyai finmgsi s
as Dnwmulkan bahan ponyusunan pcedoman dan potumjuk tcknis

pombinaan esessece
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penbinaan dibdidans prodigcsi pertanian, industri, per—

tanbangan dan onor. i scicta kepariwisataan 3

Ve ongurpulkan bakan ponyusiman pedonman dan poetunjuk -
toknis poembinaan ditidang porlcoporasian dan perkredit
an dan pernodalan 3 -

Ce Ongmumpulkan bahan penyusunan pedoman dan potunjuk tek
nis penbinaan dibidans perusahaan dan “orbankan Dac -
rab 3

de nongunpulkan bahan ponyusunan pedoman dan petunjuk tok
nis ponmbinaan dibidang transportesi dan kommikasi e

Pasal 34

Bagian Porckonomian terdiri dari

as Sub Bagian Produksi Dacrah Bidang I 3
be Sub Bagzian Produksi Dacrah Bidang II.

Pasal 35

(1) Sub Bagian Produksi Dacrah Bidans I norpinyai tugs
monguipulkan balan ponyusiman podonan dan petunjuk
tcknis penmbinaan poningkatan dibidens: preduksi por-
taniany potornakan, poerikanan, perlicirnen , industri
dan transportasi

(2) Sub Bagian I'roduk si Dacrah Bidang II ncrpwnyai tu -
gas mengrunpulkan bahan ponyusunan podonan dan petun
Juk toknis pombinaan dibidang produksi pertanbang -
any, enorgli dan pongenbansTan kopariviisataan sorta =
perusahaan dan perbankan Daerah o

Bajian Kcscbelas
Bagian rfchyuswman Progran

. Pasal 36 eoe
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Pasal 36

Basian PenyuswnanProgran mempunyal tugss nolelisana
kan dan iwengkoordinasiltan periyusunan pedoman dan potuajak
telnis pembinaan serta pengen delian administrasi pomba -
NeUANR,

Pasal 37

UnTuk menyelenggarakan tugas tersebut padc Pasal -
36, Bagicn P enyusunanfTogran mempunyai fungsi s

ae monzuimulkan bahar koordinasi dan penyusunanPTO!all ta
Lunan pembangunan Daersh

b. nelalnikan pongvendalian adiinistresi pembangiticn yons =
dibiayai APBD, bantuan pembansinan dan dans porban; =
nan lainnya 3

Ce lenumpulkan baban dan men.jad.ainistrasikan IFOSTal ban
tuan pembangunan t.iar’i Dacrah Tingkat I, Pemorintaa™ Pu
sat dan bantuan pihak kotige 3

d. mclak uken analisa dan cevaluasi pelaksanaan penbongiy =
han »

Pasal 38
b5 dan PenyusunanProgran terdiri dari s

as Sub BagianProgrankcrja
be Sub Bagian Pengcndalian
c. Sub Bagian Pclaporan

2o

o

Pasal 39

(1) SubBg:ian Pregran Korja mompunyal tugas mng s pulken-
‘behan dan ncngkoordinesiken penyusunan Pregrom peaba -
nyunan Dacrsh dan melarcwican admisnistrasi bantuza  pen

bengunan Dacrah.

(2) Sub Bastian Pengendalian nempunyal tugas mongwmpulian
bahan penyusunan podoman dan pcetunjuk teknis pombina
an pelsaksanaan pembangusn den pengendaliane

(3) Sub Bagiarl eecsevocese e
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(3) Sub Bagisn Iclaporiaa rempunyai tugas acnsupulkan
behan dan nclotion aaclisa dan cvaluasi pelaksa—
nean pombangman soria nonyiapken balan peonyusu -

nan laporan.

0
(o)

Bogian Kedusbelas
Begian  Sosial
Paszl 40

Bagian Sozial noipunyal tugas nelzksenakan dan
acngkoriedinasikan penyusunanprogran dan petunjuk  tok
nis ponbinaan scrta nonantau pemborian baatuan dan =
porkenbeangan koy—iatan pclayanan sosials

Pasal 41

Untuk monyclcengs arekan tugas tcrsciout pada Pa-
sal 40, Bagian Sosial mcopwiyal fungsi s

ae mongumpulkan bohon ponyusunan podomen don potunjuk
tecknis peiabinean di bidang koscjchtcrzon rakyat

Do nmengkoordinasilkan Gan ncmantau pelaksanesan peubori
an bantuan di bidans pelayanan den bantuan sosizlg

ce nonzumpullzan dan men,olah dats scrta noayiopkan sa.
ran dan pertinbongren delan peningketen koscjahterg
an rekyats

d. nongunpulkan den nciagolah data sorta nonyiapskan bz
han penyusunan pedomen dan potunjuk telmis penbing
an di bideng egeone den sosial budaycos

Ce mongwipulkan den nongolah data scrtancnyiapkan ba
ban penyusunen podonan dan petunjuk teknis penbine
an di Dbidang pondidik any, oncrasi nuda, olah rage
dan pecranan wanita sorta kotcnaga kcrjaane

Pasel 42
Bagian Sosial tordiri dari s
ae Sub Bagiapn Koscjahtcraan ;

be Buld Daglor sece ssesois
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be Sub Bogian Agena, Pendidikan dan Kebudaya.ang
Ce Sub Bazian Pocruda, Olal Repa dan Peranan YVanita.

Pasal 43

(1) Sub Bagisn Koscjahtcraan ncnpunysi tuges monummulkan
belion penyusunan pedoman dan potunjuk tcknis penbina-
an di bidang[_sosial den usahe-usaha wntulc nendngikatkan
lrescjahteraan nesyarakat, cluarga berencana dan  tran
i rasi, bantuan

(2) 5ub Bagian Agana, Pondidilzan dan Xcbudayasn nonpuriyal
tugas monglmpuicfan baban penyusunen pedonen dan potun
Jc tcknis ponbinaan di bideng agana torizesuk urusan
Laji, scrtapcndidikan dan kobvdayaan.

(3) Sut. Bagian Perwday; Olah Rega dan Peranen Venita nen-
punyal tugas nongunpulkean bahan penyusSuncn pedorian =
dan petunjuk tcknis penvinaan di Bidang iccjiatan porm
da; olah raga dan poranan wanita scrta ketong » lcorje-
2ile

Bagian Kctigebclas
Bz dan Lingiounsen Hidup
Pasal 44
Bagian Lingkungan Hidup iocrpunyai tuges ieleitsana—

kan den ncngkoordinasikan poayusunan pedonan cen potunjuk
tclnis pembinaan lingkungan liduipe

Pasal 45

o 'L'Intuk'menyclongggrakan tugas torscbut pada Fasal -
445 Barien Lingkungan Hidup nonpunyai fungsi

@e Dongumpulkan bahan poenyusunen pedoman dan potimjuls tok
nis penbinean Analisa Dammpel Linglowngan ( AI™AL) 5

b. mayucpulkan dan monolal data,® cngkoordinasik an kogi
aten delan rangka PCnyustnanTrogy¥an penbinaan porwuju—
tan lingkungan pomubinan podcsean 5

Ce E%ﬂlﬂp-llkan #® ewe Guw



Ce

de

nopsurpidksn Can nongmolsh data, ens gooordinasi
ke slatan dalanl mmagka ponyusuan. PTOZZad ponbing
an porwujuden lingloungan peniddiien nerkotean
nmonzws pulken dan nongolak data, nens~%koordinasi
ken kcgiatan dolan mangka penyusunan Prograligan
petunjuk peobincnan ponsnggulens an pencomaran —

lingkungan .
Pagal 46

Bagian Lingamzan Hidup tordiri dari 1

Sub Bagion [ITDAL 3
Sub Bagian Ponanzz wlangan Pchcomaran

Pasal 47

(1) Sub Bagion ANDAL nempunyai tuses mengus pulkan

(2)

bakan penyusunan pedonman dan potunijuk toknis
ponbinaan den pclaksanaan Analisa Danpak Ling
kungan

Sub Bagian Ponangs ulangan Penccnaran nompu -
nyai tuzes ucngumpulkan bahan penyusunan pedo
nan dan-pectunjuk tolnis penbinasn dan pomang-

gulansan poncer laran lingkunsan untuk perwujud
an lingkungman pormicinan yang scrasi dan schate

Bagian Koompatbclas
Asiston Adninistrasi ( Asiston IIT )

Pasal 48
Asiston Adninistrasi SETWILDL normunyai tugas

nelaksanakan dan nenbina organisasi dan tatalaksa
ney kopcaawaian; kcuangan, perlongkapeny, ketata -
usahaan , kearsipan dan runsh tangza .

Pasal 49 eee



Pasal 49

=

Unhtuk monyclecngs araken tuges torscbut pada Teo.sel

43, Asiston Adnipistresi norpunyai fuassi

Ce

Ca

releksenakan koordinosi penyusuvnzn pedonan Can potiin
Julz ponbinean kopegawaion serta tata usala Mooormaval
an j

miclekseanalian koordinasi ponyusunan PXOSFeliongyeran -
dan pongelolaan administrosi lzcuangan

ncledisencken koordinasi pomyusunan pedonsa den petun
Juk tckn is peobincan orgenisssi dan tata lokseno
nclelrsenakan penyusunan Prosrabkcebutubon  porbel alan
dza peagelolaan perleng:’cepsn scrte nenbina adminis -~
trasi perlengkapan dan neteriil ;

nelalssanakan urusan rundk tanggey, tate useho dan ko
arsipan dan protokol ,

Pasal 50

Asisten Administrasi terdiri dari
Bagian Kepesmawaian
Bagian uansan g
agian Crganisasi g
Bagian Perlonglepan s
Sogion Umun

Bagian Kelinabolog
Bagmien Kepogoweian
Pasal 51

Bagian Kepegawaian monpunyai tugas nclaltsanakan—

pengelolaan adninistrasi k Cpigawalany penyusunan PrOSTam
den petunjuk penbinaan den Cngenbensman kopegawsian sor

an

ta nclaksanakan mutasi posawei dan tata usahs k opogawai

Pasal 52 evssovrcnes



22 e
Bagall H2

Untuls neayclenszarakan tyec torscbut Pasal-

515 Bagian Kepezaweian nenmpunyail fungsi s

Qe

be

Ce

de

Qe

Ce

Al

(1)

(2)

(3)

nencupulien den nongolak deta scria neiapersiap—
kan peraturon perimdang-undansen di bidang kope-
gewalien j

mayswmpulikion babhan polelkscnecan 1jian dinas dan
penberian peisharsaon dan tande jesa g
acngunpulken don nongzolah date serta menyiapkan
penyusunan prosraindan petunjuk tclmis penbinaan
dan pongyenbonzon laricer pogseowel scrta ponyolong—
garaan pendidilzon den latihan pojowed
moloksanakewn dan nongrolah mutasi dein tata usaha
kepegrwalan

Posal 53

Begzian Kepore weoien terdiri dexri

Sub Boginn UtmnXopegawailan g
Sub Bagion iutasi Po,rewal g

Sub Begien Penscabnngen Pogowel
Sub Bazian Diklat Pogawai »

Pagal 54

Sub Bagian Umm Kopegawalan nempunyai tugas no—
ngunpulken bohan penbinaan kodilukan hukun poga
waly dan nonchirpun poraturan perundan:;-undangan
kepogewaian scrta ponyoleseicn diinistresi pon
borhentian doin ponsiun pogawal .

Sub Bagian lutasi Po,7awal mcmpunyal tugzas ncla—
kuken penyclesaian administrasi kepangkatan, ga
Jji, ponsiwn den mubasi kopogewoian lainnya e

Sub Begicin Penonbangan Pogawai nerpunyei tugas

encwpulkan eee
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menagumulkan bahan penyusinan perencanazn neaital; pe-—
nyusianzn formasi serta penverian penghargean dan tanda
sorta pe:ibinaan mental pegaal .

(4) Bub 3zzian Diklat Pezawai memmmyal tuzas ne gmpull tan
balan peayusunan progran penc idikan dan pelatilan apa-

ratiar/kepegawaian dan penyelenggaraan, ujian dinas dan
latiban pra jabatan

N

Bagian Xeuvangan
Pasal 55

Demian keuangan nenpunyal tugses melaksanalkan Gan -
mongiccordinasikan penyrusunan progran, perubalian dan perhi-
tungan Lingsaran Pendapatan dan Selanja Daerah serta menbi-

(e ]
Bt el g s goo HENRERSISERRSd Koumgan «
Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Fac al 55,
Bagian Keviangan mempunyai fungsi s

ae nenjurpulkan bahan penyusuzan, perubzhan dan neriitimg—an
fnzzeran Pendapatan dan Bclanja Daerah

b, nengelola administrasi keuangan Daecrah

Ce menuji kebenaran penagiban dan penerbitan Surat Porine-
tah senbayar Uang (SPilU), dan nengedakan pemcwik sean ke
vanzan serta membina perbecndaharaan j o

d. mengunpulkan bahan penyusunan pedoman dan petinjiik  tek:
niz ponbinaan administrasi keuaniman . =

Pasal 57

3ggian Keuangan terdiri dari s
de Sub Bagian Anggaran 3
De 3ub Bagian Pembukuan
Ce Sub Bagian Perbendaharaan .

Pasal 58
benyusunan .. eomsces 00
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renyusunan rcncana dan perubghan Anggaran Pen—
dapatan dan Dclanja Daerah, potwajukiteknis pe
laksanaan ipsoran Pendapatan dan Delanja Dae
rah serta ponyiapkan dan mnyusw nota keuangan
vang akan disanpeilcan kepada Dewan Perwakilan
Ralemt Darceal .

(2) 3ub Bagian Pombuiruan mermpunyei ki ras nelakukan
penbrkuan Scecara sistematis dan kronolog~is ser
ta menyiaplz an bahan penyusunan reiciitun.ran ang
«aran dan penoriksaan/penelitian torzadap rea—
ligdasi angs aran rutin dan penbang—inan .

(3) Sub Bazian Porbe ndaharaan menpunysi tiges me -
nerbitkan Surat Perintah Membayar uangs mengu-
ji kebcnaran penagihan serta nenbina k etatausa
kbaan keuargahy ponyclesalan mesalain perbendaba
raan dan ganti rugli serta menbina perbendahara
an e

Bagian Ketujuhbelas
Basdan Orgzanisasi
Pasal 59

Bagian Organisasi mempunyal tugas nelaksana
kan penyusunan pedonman dan petunjuls tclmis pembinag
an kelembagaan, kctatalaksanaan, pembinaan Fenda ya
gunsan. Aparetur lNogaras pangolahan data dan. mange-
lola perpustakaan .

Pasal 60

Untuk menyclengzarakan tumas torsebut pada
Pasal 59y Ba fian Orsanisasi mempunyal fungsi ¢

2e NENNEDULLAN cocee



Ce

d.

Qe
De
c'
de

(1)

(2)

(3)
(4)

-5 -

menguimpulkan dan mengolah data serta menyiazkan bahan
pembinaan dan penataan kelembazaan s

menzumpulkan bahan penyusunanpedoman dan petuajuk tek
nis pcembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kera:
Jay metodekerja dan proscdur kerja

monzumpullan baban penyusumen pedoman dan petmmjuic @ -
telmis ‘sistim pengumpulan, peng olahan dan penyajian =
data 3

menumpulkan bahan penyusinan pedoman dan petunjuls ~
tcknis pembinaan PAN serta mcngelola dan mengembang -
kan perpustakaan e

Pasal 61

Sagian Organisasi tordiri dari :

Sub Bagian Kelembagaan 3
Sub Bagian Ketatalaksanaan s
Sub Bagian Perpustakaan j
5ub Bagian Pengolahan Data .

Pasal 62

3ub Dagian Kelcmbagaan mempunyai tugas mengumpulkan
bahian penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan dan
penataan organisasi dalam lingkungan Pemcrintah Dac
rah,; Instansi Vertikal Departcmen Dalam Mg o dan
Perangkat Wilayah Administratip .

Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas mengum -
pulkan bahan penyusunan podoman dan potunjuk tolmis
pombinaan dan pchnataan sistomy metode dan proscdur
kerja, serta Pendayagunaan Aparatur Nogara .

Sub Bagian Porputakaan mempunyal tugas mdalcukan pc
ngelolaan dan pclayanan perpustakaan .

Sub Bagian Pongclehan Data nmempunyai tugas mcngum -
pulkan bahan pcnyusunan pcdoman dan petunjudc tcknis

sisten o B R BE R



sistonm ponsumpulan, pongolahan dan penyajian datae
Bagian Xodclapanbelas
Bagian Porlens kepan
Pasal 63

Bagian Perlengkapan menpunyal buges melaksana—

kan ponyusunan prov;ran kobutuhan perixckalan dan pongo—
lolaan perlongkapan scrta membina administrasi por -
longkapan dan natoriil,

Pasal 64
Untuk ncnyclenggaralkan tugas terscbut pada Pa—

sal 63; Bagian Porlon.r%apan mompunyai fungsi @

Qe

be
Ce
de
Ce

de
be
Ce

nongumpulkan baton penyusunan rcehncana kebutuhan -
perbekalan

mclakukan pan—adaan perlongkapan dan porbckzlan
nonyinpan dan acnclihara perlengicenan s
nondistribusik an porlengkapan dan perbckalan g
nelalcurcan administrasi perlengkapan dan natoriile

Pasal 65

Bagizn Porlon~ _kapan terdiri deri

Sub Bagian Anzlisa Kcbutuhan ;
Sub Bagian Pongadean s
Sub Bagian Ponyirmpenan dan Distribusi .

Pasal 66

(1) Sub Beyian Analisa Kebutuhan norpunyai tugas mo-

ngurpulkan bohan penyusunan rencana kebutuhan -
porlengkapan den perbekalan Ponori nteh Dacrah o

(2) Sub Bagian eesve
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(2) Sub Basian Penyadasn mempunyal tugas menguwmpulien ehan
formasi serta menilai mutu perixlalan, melatulkan tonder
dan _T_Jcr::’ elian perlegitapan on perbekalan Pencrintal Daor

15

I© ?’,

o

Iadzmn adninistrasi pencrinigen dan pengeluaran perveicela n,
fongabtur nenyicmenan, distidibusi den nenyiapykeanr peaghanusar
serte claivultan peraiwwatan dan penicliharaan .

,3
(3) Sub Jazian Penyiiavaran dan Distribusi nemywnyel tugas nel
"

3agian Kescenbilanbelas
Bagian Umm
Pasal 67
Bagian Tiwn nempunyal tugas nclakdkan pe"lbmaan zcaroinan
dan i etatcusab aan, urusan runmab tangga dan protok
Pasal &8

Untulr n1enyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 67, 3a =
<dan Umm nerpunyal fungsi s

ae nelalnvian kegiatan tata usaba pimpinan dan wmim g

be nelaicizan pembinaan kearsipan 3

ce nelalcikan urusan rumah tangga o elretariat g

d. nmelamilien kcananan dalan, terhadap personil, materiil dan
infornasi 3

Co melasal:an urusan protokol dan perjalanan dinas scorta leu =
arx an - J.LH..LLDA -

Pasal 69
Bazian Unum terdiri dari s
8e Sub Basian Tata Usaha Pimpinan dan Seuangan SZTTIIDL 3
be Sub Bagian Runah Tangoa
Ce Sub DJarsian Sandi dan Telekornmnikasi
de Sub Fagian Protokol
Pasal 7O
(1) Sub Pasmian Tata Usaha Pimpinan dan Kouangan 30 TVIIDA mon—

leyai tll(’;as sossevves e
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Punyal tugas nclaiukan urusan tata usaha pinp=-
Pinany dan tata usaha umily nengendalikan dan
aenbina koarsipan serta melaltulkan tata wusaha
keuangan SDIWIIDA .

(2) Sub Bagian Ruman Tenzge mempunyai tugas mela-
kukan urusan runah tangza yang neliputi pela-
Janan angkutan dan perawatan kendarasan dinas,
akomodasi dan rvangan, rumah abatan serta me
nelihara kcbersihan kantor dan pekarangan .

(3) Sub Bagian Sandi dan Telekommilasi mempunyai
tugas nelakikan pengirinan dean Pencrinaan be
rita sandi dan telckommnikasis mombinag dan e
nelihara alat-alat sandi serta Dengananan ter
hadap informasi/berita sandi dan telekommika
si .

(4) Sub Bagian Protokol menpunyai tugas melakukan
urusan ponyusunan acara dan administrasi DEI=
Jalanan dinas Pimpinan Pemerintal Daerah

Bagian Keduapuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 71

Kelompol: Jabatan Fungsional dimal-:sud[tugaa
n telakeerakan scbagian tugas Penerintal Daerah se-
Sual dengan keahlian dan kebutuhan . / mempunyai

Pasal 72

(1) Kelouwpok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pa-
sal 71, terdiri dari Sejumlah tenaga, dalam
Jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya

(2) Setiap ceseocee
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(2) Sctiap kclompok torscbut pada ayat (1), cipimpin o
lch scoranz tcnaga fungsional scnior yong dituajuk
olch Fecjabat yang borwcnenz dan bertanspgung Jjawab
kepade SEKWILDL o

(3) Junleh jabatan funzsional tcrscbut pade ayat (1)
Pasal ini, didcntuken berdesarkan kcbutuhon dan Dbe
ban kcrja

(4) Jonis dan jonjang jabaten fungsional tcrscbut pada
ayat (1) Pasal ini, diatur scsuai donien peraturan
pcrundang-undangan yen~ terlaku .

Bagian Xcduzpuluhsatu
Tata Kerja

Pasal 73

(1) Dalan mclaksanakan tugasnys SIKWILDA, para Kepala
Bagian dan Kopala Sub Bagian mencrespken pringip -
koo dinasi, intcgrasi don sinkronisasi sccara ver
tikeal dan horisontal .

(2) Sotiap pimpinan satusn organisasi dalen lingku -
ngan SETWILDA bertanggung jawab nemirnpin don mong
koordinasikan bawahennya nesing-nesing dan ncinbe-
rikan binmbingan scrta pctunjuk-petunjuk bagi po-
laksanaan tugas bawahannya

Pasal T4

(1) Sotiap pimpinan satuan orgenisasi mongikuti  dan
nenetubi petunjuk-petunjuk dan bertangsung  jawab
kopada atasan maesing-nasing dan menyampaiken lapo
ran pada waktunya e

(2) Sotiap laporan yang ditcrina oleh pimpinen satuan
orgenisasi dari bawahen, diolah dan dipcrsunakan
scbagai bzhan ponyusunen lcbih lanjut untuk nombe

riken s9scseoe
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rikan petunjuk kepada bawzhan e
Pasal 75

Para Ko‘ac.la :uo Begian nonyoipaikan laporan pa
da waktunya kopade Kepala Ba:;.an scsuai dongen bidang
tuzasnya dan pcra Kopala Bagian monsizpung leporan tor
scbut dan meayusun laporan untuk disampaikan tcpat pa
da waktunya kcpeda SIKWILDA «

Pasal 76

Dalan ncnyeippaikan laporen kepado atasan, ten
busan disampaiken pule kepada satusn organisasi lain
yang sccara fungsional ncnpunyei hubungan korja e

Pasal 77

Dalan nclaksankan tugasnys sctisp pimpinan sa-
tuan organisasi dibentu olch pimpinan satuan organisa
si bawahannys dalan rengka ponberian binbingen kopada
bawahan nesing-nosing mongedokon repat berkala e

Pasal 78

Kepala Sub Bazian Sandi dan Telckommikasi da
lan monjalanken tugasnya taktis opcrasional borada di
bawah dan bertenzsung jowab kepade SHTILDA, scdang
tcknis ﬂdminis‘br"'tip berada di Bawalh dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bazian Utun .

BAB III [ EXE R E X R X J
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BAB IIT
SEKRITARTAT DILIT PIRVARILA
RAKYAT D..ZRAT

Bagian Pertoia

Koduduken, Tugas Pokok, Iun. J»:L den Susunan Orgonisasi

Pasal 79

(1) Sckreteriat Dowan Porwakilon Rakyat Decrah odalab
wmour staf yans nombantu pirpinean Dowan Perwoizilen
Rakyat Dacrah dalan menyclenggarckan tusas dan ko=
wajibannya e

(2) Sokrotariat Dewan Perwakilan Rzkyat Decral:  dipin
pin olch scorang 3ckrctaris Dcwan Porwakilen wayc.t
Daorah ,

Pasal 80

Sckrcteriat Dewan Porwalkilan Rakyat Docreh nome-
puyai tusas mclaksanakan scgnla usszha den kegicatan da
len ncnyclcongzarakan rc,put—mm.t, urusan runal  tangga
den kcusngen Dowan Porwekilan feakyat Dacrah .

Pasal 81
Untuk nonyclengoeraken tugas torscbut poda

sal 80, Sckretariat Dowan Perwekilan Rakyat Daoral:
ncopunyai fungsi s

] lro

a. koordinasi dalan arti mongatur den ncmbine kerja
@ senay nongintegrasiken dan nonsinkronisasilen .;olu
ruh penyclenggeraan tusas Sckretariat Dewan Porwa—

S kilan Rak_,y'at sccescoe



- 32 =

kilan Rakyat Dacrah ;

be poroncanaan delain arti nonyispkan roncanas mo-
nzolah, ncnclezl: dan nongkoordinasikan poruiues
san kobijekan Pirpinan Dowan Porwekilen Rekyat
Dacrah 3

Ce Ponbinaan adiinistrasi dalan arti ncnbina uru-
San tate usaha, ncngelola dan ncitbina Kepegawsi
ar§ nengelola kcuangan dan perbckalan Dewan =
Porwakilan Ralgyat Dacrah j

ds nenyelengzerakan persidangan den peabuatan ri-
salah repat-repat yang diselengzareken cleh De
wan Perwakilen Rakyet Daerah ;

€. nenclihara dan nenbina ketertiben serta@alam.

Posal g2 L keanenan

Sekretariat Dowan Perwakilen Rekyat Daerah
tordiri dari s

ae Sub Sagian Urum §
be Sub Bagian Rapat den Risalah
Ce Sub Bagian Keuangon

Pasal 83

Sub Bagion Unun mempunyai tuges @

a.Meuyiapkan pcnyolongzaraan rapat-ropat Dowan -
Perwakilen Rekyat Dacrah

be nenyiapken roncena perjalanan dinas pinpinan -
dan anggota-an;zota Dowan Porwakilan Rakyat Dac
rah 3

Ce nelakukan urusan runal tanggay runclk jabatan -
dan gedung-gzodun; Dowan Porwekilan Rakyat Dac-
rah 3

de nengurus kenderaen dinas dan barang=-barang la—
innya dan nclakukan kcananan pada Kantor Dewan
Porwekilen Rekyat Dacrah 3

Ce Diclekultan eseeccoe
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nelaltukan urusan surat neny urat yang diperlukan o=
leh Dewan Perwakilan Rakyat Daerzah .

Pasal &4

Sub Bagian Rapat dan Risalah nenpunyai tusas @

nenyclenggarakan penbuaton risslah rapaterapat Do —
wan Perwokilan fakyat Dacrah '

aenyiapkan penerinean tamu~tanu pinpinan Dowan Por—
welkilan Relgyat Dacral 3

nenyispken rapat-rapat yeng disclenggaraken olch Do
wan Pcerwakilen Rakyat Dacrah, baik soal adninistrasi
neupun tata tenpat

Pasal 85

Sub Bagian Keuangan nerpunyai tugas s

nerencanakan anzzaran pengcluaran Sckretariat Dowan
Perwakilan Rakyat Dacrah

nenzurus keuangen untuk koperluan Dewan Perwalkilen
Rekyat Dacrah

nlenyusu’ laporan kouangen Sckretariat Dewan Perwaki
lan Rakyat Dacral: «

Bagian Kcdua
Tata Kerja
Pasal 86

Sckrctariat Dowan Porwakilan Rakyat Dacral dom

lan nenjalankan tugasnya boertengzung jawab kepede Ko =
tua Dowan Porwskilan Rakyat Dacral dan tcknis Adminis—
tresi nengikuti petunjuk dan dibina olch 3EKWIIDA

Pasal 87

(1) Talen nonjalanken eeesese
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(1) Dalan nenjelavdean tusesnya Sckretaris Dowan Porwa
kilan Rekyat Dacrah dan para Kcpala Sub Bagian
nencrapkan prinsip koordinasi, intcgrasi dan sin
kronisasi

(2) Sctizp pimpinan satuan organisesi dalan lingku =
ngan 3ckretarint Jewan Porwakilan Rakyat Daorah
bertangpung joweb meoninpin dan nongkoordinasikan
bawahannysa nasing—=nesing dan nonberikan bimbi -
ngan scrta pctuajuk bagl poleksancan tugas bawa—
hannya »

(1) Sctiap pimpinan dalan satuan orgeonisasi wajib
nengikuti den nenatuhi petunjuk=petunjuk dan bor
tanzoung jawab kepada atasan nasing-nasing dan e
ncnyanpaikan loporen borkala pada waktunya e

(2) Sotiep laporen yeng ditorina olch pimpinen satu
an orgzanisasi dari bawchany wajib dioleh dan di-
pergunakan scbagel bahan penyusunan loporan 1o
bih lanjut den untulr nomborikan petunjuk=petun -
juk kopada bawohan .

B3AD IV
KETERVTUAY PENUTUP
Pasal 89
Bagan Susunen Orgzenisasi SETWILDA den Sckrota
teriat Dowan Perwekilan Rakyat Dacrah schagainana -
torcantun pada Loipiron Poraturan Dacral ini o
Pasal 90

Dengan berlalkunya Peraturan Dacrak ini, naka

Poraturan DocTal esseses



Cape

- 35 .

Poraturan Dacrah Kabupaton Dacralh Tingkat II Scnarang
Wonor 8 Tehun 1989 tontang Susunan Organiscsi don Ta
ta Korja Sckretariat ?’Iileyal‘_/Daorah Tingket IT dan
Sokrotoriat Dowan Porwalkilen Rekyat Dacrely/Tingcat II
Scuarang, dan Xetontuan-ketontuan lain yang bortontae
ngen dongan Peraturan Dacral ini dinyataken tidalk ber

1 . s
laku . [_ Fabupaten Daerah
Pasal 91
dal-hal yang belun culzup diatur dalen Peoratu —
ran Dacrah ini, akan diatur lcbi lanjut olch ISupati
Xepala Dacrah, scpanjang nonscnal pelaksanaonnya

Pasal 92

Poraturan Dacrah ini rlai berlaku scjcls tang
gal diundangkan .

Agar supaya sctiap orang[ncnf'ote;:;uinya ¢ nencrintahlce
ponsundengan Peraturan Dacrah ini dengen ponoipato: e
nya r.,ale.m Lenbaran Dacrah Kabupaten Dacrah Tingtat IT
Scnerans e L dapat

Ungarang 19 Descnber 1992

DEWAN PERVAXTTLAIN RAKYAT BUPATT KOGPLLA DABRAH TLNGKAT II
DAGRAH KADUPLTET DAERAL TING SEZMARANG
XAT ITI SIZIARANG
KETUA
ttd Cap. ttd
SOLEPONWO Drse SCEDIJATYHN

Drs,

Disabkan dongan eesesscccccee



Disalkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepale Dacrah
Tingkat I Jawa Tongah tanggal 16 = 2= 1993 Nonor s =

188.3 / 97 / 1993 .

Diundangkan dalan Leubaran Dacrah Kabupaten Dacrah Ting
kat II Semarang tanggal 3 Maret 1993 Scori D Nonor 2 Ta-
hun 1993

Scsual dengan aslinya
SIXRETARTS WILAYAH/D.ERAT
Yot

Cap ttd

Drse IARDONO
NIP. 500 034 112




PONJIELLSLTY
PIRLTURIN DLCRLE K.DUP.TEY DLERLE TINGKLT I
SZTHLRAALTG
NOMOR 40 TLIUN 1992
SWTLNG

SUSTIZN ORG/NISLSI DLW TLTL KERJL SEKRETLRILT
UTL YLH/DiERLH DY SEKRETLRILT DEWLN PERVLKI-
LLY RLKYAT DLZRLH KASUPLTEN DLERLE TINGRLT IT
SHMLRLNG

I. PINJELLOIT UMUM s

Serdasarken Pasal 11 ayat 1 Undang-undeng 7onor 5 -
Takun 1974 tentang Pokok-pokok Pcnerintahen di Dacrah di-
nyatalzan Dbahwa titik berat Otononi Dacrah diletaldcan pada
Daoralf: Tinskat IT «
Delan rangka pelaksanaan otononi Dacrak yans alken lcbih di
kenbangkan, diperlukan kesiapsn Daerah Tingkat II yang ne-—
nyangkut kelenbagaany kepegawaian dan ketatalalsanzane Da
lan kaitannya dengan hal tcrscbut di atas, Sekrctariat Wie
layal /3 crah Ting;kat II, yang nenpunyal kedudulken sebagal
msur staf yang berada dibawal» dan bertangsung Jjawabd kcpa-
da Bupati Kepala Daerab Tingkat II Scmarang, yan; berfuns-
si scbesal Perangkat Dacrah dan Perangkat Wilayal, neapu —
nyai beban tugas yang scmakin berat, oleh karena itu kelen
ua'"aarmya perlu ditata kenbali asar sesual dengan -vorl:omba
ngan schingga dapat nmenunjang; kelancaran penJ\,lul araain -
Penerintahan dan Pembangunan. Denikian pula dengan kclemba
caan Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kaaupa‘ben
Daeral Tingkat II .

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut di atas; na
ka lienteri Dalan Negeri telah menerbitkan Keputusan ilente—
ri. Dalan Negeri Nomor 28 Tabun 1992 tentang Pedoman Organi

gasl dan Tata yessvee
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sasi dan Tata Kerja Seikreiariat Wilayah/Dacrel Kabupaten/
Kotanadya Daerah Tingkat II, dan Sekretariat Dewan Perwa—
}ilan Rakyat Daeral Tincket I, dinmena dalan Xeputusan -
tersebut kbhusus wntuk Orssnisasi Sekretariat 'w’ilayah/Dae—
rah Tingket IIy ditetapkan kriteria Struktur Orsanisasi -
Sckretariat Wilayah/Daerel/kotandya Dacrah Tingkat II dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacral Tingkat II men
jadi 2 Pola Organisasi, yaitu Pola lininal dan Pola Maksi
nal, yang penentuan Pola Tersebut, didasarikan pada penen-—
tuan skor pada masing-nasing Daerah Tingkat IT

Dongan telah diterbitkannya Koputusan ilenteri Da
lan Negeri Nomor 28 Talwun 1992 tersebut,; nska wmtuk lebih
nendukung kelancaran dan Pensenbangan ponyelconsiaraan Pe—
nerintah dan peubansunany kiranya perlu sescra eninjau -
kenbali Peraturan Dacrah ITomor 4 Tahwn 1580 tontang Susu~
nan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat ?‘Tilaya]_:/Daerah
Tingkat II dan Sekroctariat Dewan Perwakilan Rakyat Daeral/
Tingkat II Senarans yans telah beberapa keli diubahy ter—

hir dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Dacrah Tingkat

Womor 8 Tabun 1989, dan selanjuinya perlu ncnctapkan Susd.
nan Organisasi dan Tata Sckretariat Wilzysh/Daerah dan Se
kretariat Dewan Perwalkilan Rakyat Daeral Kabupaten Daerah
Tinskat IT Semarang yans baru, dengan berpcdonan pada Su-
rat Keputusan Henteri Dalan ifegeri Nonor 23 Talhun 1992, —
dinana untuk Kabupategn Decral: Tingkat IT Scnarang terna —
suk Pola Maksimal . Z

Kabupaten Dasrah Z Senarang

Sehubungan decagan hal tersebut di atasy mengingat
dalan Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Talun 1974
tentang Pokok=pokok Penerintahan di Dacrah, telah diatur
balwa Penbentukan Susunan Organisasi dan Formasi Sekreta
riat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Dacrah sesuai de
ngan pedoman yanyz ditetapkan oleh lMenteri Dalan Negeri o
neka dipandang perlu nonetapkan Susunan Organisasi  dan
Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sckretariat De
wan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Dacrar Tingkat IT
Senarang dengan Peraturs . Daerah e

IT, PENJBLLSIY eoececccsces
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II, PRIJILSAY PLSLL - DEMI PLSAL .

————

Pasal 1 s/d Pasal 91 :

Cukp Jelas .

OOBDIBOOD reesmetrssens: ,
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Loriran 3 Pe-a..uran dzerah Kabupalen Daerah Tingkat
IT Sexorang locor 10 Talun 1992 Temtang
ugungn (rgandsasi dan Teta lerla Zeixe -
toriat MHlarah/dcerah den Seixetardat
Jevan Ferwaldlen Relgrat Xerah -»b'.zp..te':
Jacrah Tinghiet 1T Sezarars
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